




Inovasi Pembaharuan Hukum di Daerah Untuk Penegakan Hak Asasi Perempuan dan Anak: 
Suatu Pendekatan Ekologis dan Tuntutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan1 
 




Inovasi pembaharuan hukum di daerah untuk penegakan hak asasi perempuan dan anak 
merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala daerah   mengingat inovasi kepala 
daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
Membicarakan inovasi pembaharuan hukum tidak bisa hanya terbatas pada peraturan hukumnya, 
melainkan juga harus mengenai sistem hukumnya karena hukum adalah seperangkat peraturan 
yang memiliki system. Sistem hukum akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya penegakan 
hukumnya karena system hukum meliputi  dan bergantung pada substansi hukum, struktur hukum 
atau pranata hukum dan budaya hukum. Apabila penegakan hukum tidak berhasil maka perlu ada 
koreksi melalui pembaharuan terhadap sistem hukum tersebut. berbagai persoalan kebijakan di 
tingkat daerah yang menghalangi penegakan hak asasi perempuan dan anak masih berlangsung. 
Hal ini terjadi karena rendahnya komitmen Pemerintah Daerah di Kabupaten /Kota di Jawa 
Tengah untuk menegakan hak asasi perempuan dan anak yang telah menjadi korban kekerasan. 
Sebagai akibat tidak ada komitmen dan keseriusan dalam memberdayakan kemampuan dan 




Inovasi pembaharuan hukum di daerah untuk penegakan hak asasi perempuan dan 
anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala daerah   mengingat inovasi 
kepala daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah.2 Membicarakan inovasi pembaharuan hukum tidak bisa hanya terbatas pada peraturan 
hukumnya, melainkan juga harus mengenai sistem hukumnya karena hukum adalah 
seperangkat peraturan yang memiliki sistem,3 dan sistem itu sendiri merupakan suatu kesatuan 
yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.4  
Sebagai suatu sistem berarti hukum merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari 
bagian-bagian atau unsur-unsur  yang saling berkaitan  erat  dan bekerjasama untuk 
mencapai suatu tujuan.5 
Menurut  Lawrence M. Friedman, di dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga unsur 
yang berkaitan satu sama lain, yaitu: substansi hukum (legal substance), struktur hukum 
(legal structure), dan budaya hukum (legal culture).6  Berdasarkan teori sistem hukumnya, 
Friedman berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum akan bergantung pada 
substansi hukum, struktur hukum atau pranata hukum dan budaya hukum. Apabila penegakan 
hukum tidak berhasil maka perlu ada koreksi melalui pembaharuan terhadap sistem hukum 
tersebut. Substansi hukum adalah   produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam 
sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka 






1 Makalah dipresentasikan dalam rangka seleksi Calon anggota KPK2BGA Provinsi Jawa Tengah Periode 2017- 
2020. 
2  Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan daerah dengan melakukan inovasi. Menurut Pasal 386 yang dimaksud dengan inovasi daerah 
adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 387 menentukan bahwa 
dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah   mengacu pada prinsip: a. peningkatan efisiensi; 
b. perbaikan efektivitas; c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak ada konflik kepentingan; e. berorientasi 
kepada kepentingan umum; f.dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan h. dapat 
dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. 
3   Hans Kelsen, 2008, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media, hlm. 3. 
4   Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48. 
5 Soedikno Mertokusumo, Mengenal hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 1991, 163. 
6   Lawrence M. Friedman, 2009,  Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science 
Perspective), Bandung: Nusa Media, hlm. 33.
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Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui 
mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari  kebiasaan, dan substansi hukum ini 
meliputi perangkat perundang-undangan. 
Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu 
mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan 
peraturan. Struktur Hukum atau pranata hukum disebut sebagai sistem struktural yang 
menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak dapat 
dilaksanakan dengan benar jika tidak ada aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas 
yang baik, kompeten dan independen. Budaya atau kultur hukum menurut Friedman adalah 
sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta 
harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang 
menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum 
erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 
masyarakat  maka akan  tercipta budaya hukum  yang baik  dan  dapat  merubah  pola pikir 
masyarakat mengenai hukum selama ini. 
Ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut menurut Friedman merupakan jiwa yang 
menggerakan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus 
dalam pengkajiannya. Bagian-bagian tersebut tidak terpisahkan satu sama lain karena jika 
salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan 
sistem tersebut. Bagi para feminis, hukum diyakini sebagai seperangkat peraturan yang 
memiliki sistem yang dibuat berdasarkan perspektif, norma, pengetahuan dan kepentingan 
laki-laki.7  Sebagai akibatnya, hukum sebagai suatu sistem hukum sering tidak berpihak 
kepada kepentingan dan kebutuhan perempuan dan anak yang selama ini masih menjadi 
kelompok  masyarakat  yang  tersubordinasi,  terpinggirkan  dan  terdiskriminasi.  Bahkan, 
ketika hukum telah direkayasa dengan diberi muatan yang berperspektif gender dan anak, 
pelaksanaan penegakan hukum masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini terjadi 
karena tidak didukung oleh struktur dan budaya hukumnya. 
Mengingat hukum (dan sistem hukum) hanya merupakan salah satu alat dan elemen 
untuk merekayasa masyarakat agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka 
perlu dukungan dari berbagai faktor. Oleh karena itu para feminis mulai mengembangkan 
pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dari berbagai faktor di dalam masyarakat 
untuk mendukung penegakan hak asasi perempuan dan anak. Pendekatan tersebut dinamakan 
 
7 Hilaire Barnett, Introduction to Feminist Jurisprudence (Cavendish Publishing, 1998)
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pendekatan ekologis. Dikatakan ekologis karena pendekatan ekologi ini terdiri dari empat 
tingkat atau lapis yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan mendukung, yaitu (a) 
ontogenic development/personal history, (b) the microsystem, (c) the exosystem, and (d) the 
macrosystem.8 
Tingkat atau lapis pertama adalah perkembangan ontogenik atau sejarah individu; 
lapis pertama ini merepresentasikan pengalaman individu atau sejarah dari tiap 
perempuan/anak. Mikrosistem mewakili situasi di mana keluarga menjadi tempat yang 
berhubungan langsung dengan perempuan dan anak. Faktor berikutnya adalah eksosistem 
berupa struktur sosial baik yang bersifat formal maupun informal (seperti dunia sekolah, 
kerja, kehidupan bertetangga, jejaring social yang bersifat informal), yang sering ditemui setiap 
orang yang berperan dalam mempengaruhi, mengurangi atau menentukan apa yang terjadi. 
Makrosistem mewakili sistem dan nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat. Sistem 
dan nilai-nilai budaya ini dapat mendorong, memperkuat terjadinya kekerasan atau justru 
menghentikan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui faktor-faktor yang  
saling  berkelindan   yang   berada  di   tingkat   sejarah   atau   pengalaman   individu, 
mikrosistem dan eksosistem. Beberapa teori telah menambahkan satu lapis/layer/tingkat yang 
diyakini juga memegang peranan penting, yaitu mesosystem. Mesosistem     ini 
merepresentasikan seluruh hubungan antara berbagai aspek dari seseorang dengan berbagai 
lingkungan sekitarnya (mikrosistem, eksosistem dan makrosistem) dalam kaitannya dengan 
lembaga-lembaga negara/pemerintah, termasuk di sini adalah polisi, pengadilan, pelayanan 
sosial dan sebagainya,9  khususnya dalam hal penanganan terjadinya kekerasan, pengawasan 
atas kinerja lembaga-lembaga ini dan pelayanan terhadap kebutuhan perempuan dan anak 
khususnya jika terjadi kekerasan. 
Pendekatan ekologis perlu diterapkan karena dalam pelaksanaannya kebijakan 
pemerintah yang terwujud di dalam ‘hukum’ tidak terintegrasi dan komprehensif dan tidak 
melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini tentunya berpengaruh pada produk hukum, sarana 
dan prasarana dalam pelaksanaannya. Pendekatan ekologis yang menekankan pada pelibatan 
semua  unsur  merupakan  sebuah  konsep  yang  mengusung  sebuah  hubungan  yang  saling 
terkait satu sama lain dan berkelanjutan. Proses ini tentunya dibutuhkan di dalam pembangunan 
yang berkelanjutan. Terlebih lagi dengan adanya kesepakatan melaksanakan 
agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di 
 
8 Lori H Heise, Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework, Violence Against Women 




tingkat dunia yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia di New York, Amerika Serikat 




2.1. Kebijakan yang tidak berpihak dalam Penegakan Hak Asasi Perempuan dan Anak 
 
Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang 
bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 
Akan tetapi, berbagai persoalan kebijakan di tingkat daerah yang menghalangi penegakan hak 
asasi perempuan dan anak masih berlangsung. Hal ini terjadi karena rendahnya komitmen 
Pemerintah Daerah di Kabupaten /Kota di Jawa Tengah untuk menegakan hak asasi perempuan dan anak 
yang telah menjadi korban kekerasan. Sebagai akibat tidak ada komitmen dan keseriusan dalam 
memberdayakan kemampuan dan sumber daya manusia untuk menegakkan hak asasi perempuan dan 
anak maka tidak ada satupun visi, misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan jangka 
menengah daerah   yang memasukkan masalah-masalah atau isu-isu perempuan korban kekerasan, 
korban perdagangan manusia, dan korban eksploitasi seksual. Rendahnya komitmen ini berakibat 
pada lemahnya atau tidak adanya sama sekali dukungan kebijakan, program, kelembagaan, anggaran, 
sarana dan prasarana, penyediaan tenaga atau sumber daya manusia yang dilatih untuk  menjamin dan 
memastikan setiap korban mendapatkan hak dan kebebasan dasarnya. 
Kalaupun ada kebijakan maka kebijakan anggaran di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 
masih mendiskriminasikan perempuan, sehingga sektor-sektor prioritas dari isu-isu 
diskriminasi seperti kekerasan terhadap perempuan, perdagangan perempuan dan eksploitasi 
seksual  dan  alokasi  anggaran  untuk  Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT)  tidak  memadai dan 
memiliki kecenderungan  menurun  angkanya  setiap  tahunnya.  Sedikitnya  anggaran  yang 
dialokasikan untu menangani korban  dan pelaku. Hal ini berakibat pada pembentukan dan 
penyelenggaran PPT di daerah. Sebagai akibat lemahnya kebijakan pendirian PPT di Kabupaten 
/Kota di Jawa Tengah yang hanya dilandasi Surat Keputusan Bupati /Walikota, Peraturan bupati 
atau Camat.10 
Persoalan berikutnya adalah kebijakan anggaran di Kabupaten /Kota di Jawa Tengah 
 
yang masih mendiskriminasikan perempuan. Hal ini mengakibatkan rendahnya/sedikitnya 
 
10Surat Keputusan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya peraturan kepala daerah. 
Menggunakan SK menyebabkan tidak adanya: (i) jaminan pelaksanaan atau larangan prinsip non 
diskriminasi dalam pemenuhan hak korban; (ii) mengatur pelaksanaan /perwujudan hak asasi korban lebih 
rinci; dan (iii) menetapkan dan mengatur serta memaksa tanggungjawab dan kewajiban masing-masing SKPD 
dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan korban di daerah. Lihat divisi 
Informasi dan Dokumentasi LRC-KJHAM, PolicyBrief: Mundurnya Upaya Perlindungan Perempuan Korban di 
Jawa Tengah,  http://lrc-kjham.blogspot.co.id/2012/09/mundurnya-upaya-perlindungan-perempuan.html. 





penanganan sektor prioritas dari isu-isu diskriminasi seperti kekerasan terhadap perempuan, 
perdagangan perempuan dan eksploitasi seksual. Bahkan ditengarai ada kebijakan pemerintah 
daerah yang menurunkan jumlah anggarannya setiap tahun. Sebagai contoh di Kabupaten 
Kendal, pada tahun 2010 mengalokasikan anggaran penanganan perempuan korban untuk 
PPT sebesar Rp. 64.000.000,-, kemudian turun pada tahun 2011 menjadi Rp. 49.000.000,- 
dan  diturunkan  lagi  pada tahun  2012  hanya  menjadi  Rp.  27.100.000,-.11   Demikian  pula 
dengan Kabupaten Grobogan, Demak dan Kabupaten Semarang yang juga menurunkan alokasi  
anggaranya  untuk  penanganan  korban  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu.  Rendahnya alokasi 
anggaran ini mengakibatkan PPT di Kabupaten/Kota tidak dapat bekerja melayani korban 
secara baik dan telah terbukti mengakibatkan berbagai bentuk diskriminasi kepada perempuan 
korban kekerasan, misalnya penolakan, tidak adanya respon pertolongan segera, tidak adanya 
layanan medis, dan sebagainya.12 
Kebijakan  yang tidak  berperspektif gender dan  anak  semakin  diperburuk  dengan 
lemahnya kelembagaan Pemberdayaan Perempuan di Kabupatan /Kota di Jawa Tengah. Hal ini 
dibuktikan dengan digabungnya urusan pemberdayaan perempuan dalam satu lembaga berupa  
badan  atau  kantor  yang  menangani  lebih  dari  satu  urusan  (3  hingga  5  urusan), misalnya 
satu badan menangani urusan Perlindungan  Anak,  Urusan  Keluarga Berencana (KB) 
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan sebagainya. Sebagai contoh di Kabupaten Pekalongan,  
urusan  pemberdayaan  perempuan  digabung  dengan  4  urusan  lain  sehingga dalam 1 lembaga 
terdapat 5 bidang urusan. Akibatnya urusan pemberdayaan perempuan tetap tidak mendapatkan 
dukungan anggaran, program, sarana /fasilitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang 
memadai, karena anggaran yang tersedia di satu badan atau Kantor yang sudah kecil/rendah 
masih harus dibagi dengan tiga atau empat urusan lain.13 
Tidak adanya komitmen pemerintah melalui kebijakan memunculkan  kekosongan 
 
partisipasi  atau  keterlibatan  perempuan  korban  dan  masyarakat  sipil  (institusi  perguruan 
tinggi, LSM, dan elemen organisasi lainnya) dalam penyusunan perencanaan kebijakan, 
program  dan  anggaran  pelayanan  PPT  di  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah.  Akibatnya 
program dan dana menjadi tidak tepat guna dan sasaran. Keterbatasan ketersediaan sumber dana 
manusia yang terlatih di PPT juga langka, padahal kasus kekerasan terhadap perempuan dan 
anak yang dilaporkan semakin meningkat. Ketidakhadiran sumber daya manusia yang 








sering  penanganan  kasus  diserahkan  kepada  lembaga  swaddaya  masyarakat.  Bekerjanya 
fungsi pelayanan PPT di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih sangat bergantung kepada 
komitmen perorangan pegawai di Badan Pemberdayaan Perempuan dan keberadaan LSM 
perempuan di dalamnya. Selain itu, pelayanan dan penanganan terhadap perempuan dan anak 
yang menjadi korban kekerasan, dalam prakteknya juga masih bersifat partial dan sektoral. 
Sebagai  contoh  dengan  lebih  menekankan  pada  salah  satu  bentuk  pelayanan  tertentu, 
misalnya hukum  dan  medis,  serta  bertumpu  pada kelembagaan  tertentu  misalnya  Badan 
Pemberdayaan Perempuan. 
2.1. Inovasi Pembaharuan Hukum Untuk Penegakan Hak Asasi Perempuan dan Anak: Suatu 
 
Pendekatan Ekologis dan Tuntutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
 
Bertitik tolak dari hukum yang tidak berdiri sendiri melainkan keberadaannya berada 
dalam suatu sistem dan terkait dengan berbagai unsur di dalam masyarakat, maka 
membicarakan inovasi pembaharuan hukum tidak terbatas hanya pada membaharui peraturan 
perundang-undangan atau peraturan hukumnya. Pembaharuan hukum berarti juga harus 
mengubah sistem hukumnya, yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya 
hukumnya. 
Oleh karena itu sasaran inovasi pembaharuan hukum yang sebenarnya adalah perubahan 
pola pikir dari seluruh anggota masyarakat. Apabila hukum sebagai sebuah produk hukum 
sudah berperspektif gender dan anak (seperti yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah)14 maka aparat pemerintah yang berada di posisi 
struktur hukum (khususnya yudikatif dan eksekutif) memiliki kewajiban untuk menjalankan 
kebijakan pemerintah yang telah dituangkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan 
tersebut. Diperlukan suatu kehendak yang kuat atau komitmen bagi aparat pemerintah dalam 
melaksanakan kebijakan yang berperspektif gender dan anak dalam semua bidang melalui 
dinas-dinas terkait sehingga bisa merubah budaya hukum masyarakat dari semula yang tidak 
mengetahui tentang permasalahan penegakan hak asasi perempuan dan anak menjadi 
mengetahui, memiliki kepedulian dan akhirnya memiliki tanggungjawab yang sama untuk 
menegakkan pelaksanaannya bersama-sama dengan aparat pemerintah. 
Bagi pemerintah kabupaten dan kota, merumuskan kebijakan yang berperspektif gender 
seharusnya bukan menjadi suatu halangan mengingat pemerintah pusat telah memberi dasar 
hukumnya melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional. Selain itu, 
pemerintah daerah juga telah diberi ruang oleh pemerintah pusat melalui asas
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desentralisasi untuk mengatur daerahnya sendiri secara bertanggungjawab dengan tetap 
megutamakan pembangunan yang berperspektif gender dan anak, baik di ranah domestik dan 
publik melalui pendekatan yang ekologis sehingga semua lapis masyarakat terjangkau. 
Melakukan inovasi pembaharuan hukum merupakan sebuah keharusan dan tuntutan 
bagi  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  setelah  pemerintah 
Indonesia menandatangani agenda 2030 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable 
Develompment Goals (SDGs) pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat.15 
Agenda 2030 ini memiliki prinsip “No One Leave Behind” yang berarti bahwa program 
 
tujuan pembangunan berkelanjutan ini mensyaratkan semua lapisan masyarakat tidak ada 
yang ditinggalkan dalam proses pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Agenda 2030 ini 
mempunyai  17  tujuan,  salah  satu  tujuannya  adalah  tujuan  nomor  5  tentang  kesetaraan 
gender.16 
Dalam kaitannya dengan program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui 
Gubernur Ganjar Pranowo juga telah mendeklarasikan komitmennya untuk menjalankan tujuan  
pembangunan  berkelanjutan.17   Hal  ini  seharusnya  menjadi  pedoman  bagi  kepala daerah 
(kota dan kabupaten) agar memiliki komitmen untuk segera melakukan inovasi kebijakan dalam 
program pembangunanya, termasuk inovasi perubahan hukum untuk penegakan hak asasi 
perempuan dan anak. Komitmen pemerintah daerah menjadi tumpuan karena sejak 
pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, dua pertiga nasib dan kualitas hidup warga sangat 
ditentukan oleh baik-buruknya kinerja pemerintah daerah,18 termasuk penanganan dan 
pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Selain itu, pemerintah daerah 
memiliki wewenang dan dana, dapat melakukan berbagai inovasi dan 




15 SDGs adalah program PBB berskala global sebagai kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) 
yang berakhir pada 2015. Program lanjutan dilakukan karena kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya 
terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Indonesia belum berhasil menekan angka kematian ibu, angka 
kematian bayi, penyebaran virus HIV/AIDS, dan meningkatkan akses air bersih dan sanitasi dasar. 
16 Tujuan 1: menghapus kemiskinan; tujuan 2: mengakhiri kelaparan; tujuan : kesehatan yang baik dan 
kesejahteraan; tujuan 4: pendidikan bermutu; tujuan 5: kesetaraan gender; tujuan 6:akses air bersih dan sanitasi; 
tujuan 7: energi bersih dan terjangkau; tujuan 8: pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; tujuan 9: 
infrastruktur industri dan inovasi; tujuan 10: mengurangi ketimpangan; tujuan 11: kota dan komunikasi yang 
berkelanjutan; tujuan 12: konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; tujuan 13: penanganan perubahan 
iklim; tujuan 14: menjaga ekosistem laut; tujuan 15: menjaga ekosistem darat; tujuan 16: perdamaian, keadilan 
dan kelembagaan yang kuat; tujuan 17: kemitraan untuk mencapai tujuan. 
17 Deklarasi dilakukan pada acara seminar “Mendorong Inisiatif Pemerintah daerah Untuk Pencapaian SDGs di 
Provinsi Jawa Tengah” di Unika Soegijapranata Semarang pada tanggal 5 Desember 2016. 
18 Michael B. Hoelman, dkk,. 2016. Sustainable Development Goals-SDGs: Panduan Untuk Pemerintah Daerah 




Tujuan  Pembangunan  berkelanjutan  ini  disepakati  memiliki  kesamaan  dengan 
sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Nawacita), mengenai keberlanjutan agenda 
pembangunan manusia seperti keadilan gender, kemiskinan, kelaparan, serta pemenuhan 
terhadap  air  dan  sanitasi  yang  senantiasa  strategis.20   Menurut  Benjamin  Barber  dalam 
bukunya yang berjudul If Major Ruled The World, harapan terhadap perubahan kualitas hidup 
warga  telah  diletakan  di  pundak  para  walikota  (atau  kepala  daerah  di  kabupaten)  telah 
menjadi gejala dan arus di tingkat dunia.21 Terhadap mereka (para walikota dan kepala daerah 
di kabupaten) harapan besar telah diletakkan untuk mengatasi masalah-masalah besar dunia 
(perubahan iklim, pencegahan terorisme, pengurangan kemiskinan, tata niaga perdaganagan 
obat). Dengan demikian, kepala daerah memiliki peran besar untuk membawa kemajuan atau 
kemunduran bagi kehidupan warganya. 
2.2.Inovasi Pembaharuan Hukum untuk Penegakan Hak Asasi Perempuan dan Anak 
 
Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang muncul sebagaimana tersebut di 
atas, maka inovasi yang harus dilakukan pemerintah daerah di bidang hukum (dan sistem 
hukum) untuk penegakan hak asasi perempuan dan anak adalah meliputi tiga hal: prioritas isu 
gender dan anak yang memiliki dampak luas, kelembagaan, dan isu pengarusutamaan gender 
dan anak di beberapa urusan pembangunan. 
Prioritas  isu  gender  dan  anak  yang  harus  diselesaikan,  misalnya:  pendidikan, 
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian isu kelembagaan 
berkaitan dengan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) yang sudah ada 
melalui   program-programnya,   koordinasi   antar   instansi.   Mekanisme   pemantauan   dan 
evaluasi. Isu pengarusutamaan gender berdasarkan urusan terkait dengan berbagai sektor, 
misalnya: lingkungan hidup, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perumahan, 
kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan lain 
sebagainya.22 
Mengingat luas cakupan pembaharuan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah 
 
daerah maka kerjasama dengan berbagai pihak dari semua lapisan masyarakat sangat 
diperlukan. Untuk membawa kemajuan bagi warganya maka pemimpin daerah harus berani 
melakukan inovasi kebijakan dan pembaharuan hukum. Inovasi pembaharuan hukum yang 
dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  harus  dapat  mengakhiri  segala  bentuk  diskriminasi 
 
 
20 Ibid, hal.12 
21 Ibid, hal.3. 




terhadap  semua  perempuan  dan  anak  di  manapun  mereka  berada.  Selain  itu  juga  harus 
mampu mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di ruang privat 
dan  publik,  serta menyiapkan  layanan  publik,  sarana dan  kebijakan  perlindungan  sosial. 
Pemerintah daerah juga harus menghapus praktik yang membahayakan perempuan dan anak, 
seperti perkawinan anak, perkawinan paksa dan sunat perempuan. Kebijakan inovasi perubahan  
hukum  juga  harus  memastikan  semua  perempuan  dapat  berpartisipasi  dan mendapat 
kesempatan yang sama dalam kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan di 
semua ranah kehidupan, baik politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan termasuk kesehatan 
reproduksi.23 
Berdasarkan uraian di atas maka kebutuhan akan pemimpin atau kepala daerah yang 
 
memiliki perspektif gender dan anak dalam menjalankan pembangunan di daerahnya sangat 
diperlukan. Hal tersebut dilatarbelakangi kebutuhan agar tercapainya target pembangunan 
berkelanjutan nomor 5 tentang kesetaraan gender yang bertujuan mengakhiri kekerasan dan 
diskriminasi terhadap perempuan dan remaja perempuan, dan memastikan mereka mendapat 
kesempatan yang sama di semua bidang. Berdasarkan tujuan nomor 5 tersebut, maka 
pemerintah daerah dapat membuat kebijakan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan 
perempuan dengan cara memberikan layanan kepada korban kekerasan dan menetapkan 
layanan yang tidak diskriminatif terhadap warganya. Kemudian juga berperan aktif dalam 
melakukan identifikasi dan menyelesaikan kekerasan serta kondisi yang berbahaya bagi 
perempuan dan anak.  Dengan demikian jika suatu daerah tidak mampu melakukan inovasi 
pembaharuan hukum untuk penegakan hak asasai perempuan dan anak maka hal tersebut 
menunjukkan bahwa pimpinan atau kepala daerah tersebut tidak mampu membuat kebijakan 
yang berperspektif gender dan anak untuk menegakkan hak asasi perempuan dan anak. 
3.Kesimpulan 
 
Inovasi  pembaharuan  hukum  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  seyogyanya 
tidak  terbatas  pada  peraturan  hukumnya  saja.  Pembaharuan  hukum  harus  menyeluruh 
meliputi sistem hukumnya yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya 
hukum. Inoveasi pembaharuan hukum juga harus melibatkan seluruh anggota masyarakat di 
semua lapisan. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penegakan hak asasi 
perempuan  dan  anak  yang  mengalami  kekerasan  menunjukkan  lemahnya  komitmen, 
kebijakan, dan rendahnya pelibatan anggota masyarakat. Kesemuanya itu telah  menyebabkan 
 
 
23 Infid, 2015, Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs): Apa 




penegakan hak asasi perempuan dan anak korban kekerasan menjadi terabaikan. Oleh karena 
itu melalui pendekatan  ekologis dan  prinsip program tujuan pembangunan berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDGs) diharapkan seluruh elemen masyarakat akan telibat 
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